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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pidana mati di Indonesia telah 

mengalami perubahan signifikan dari KUHP lama dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ke KUHP 

baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Jika sebelumnya 

pidana mati dikategorikan sebagai pidana pokok yang dapat langsung 

dilaksanakan setelah mendapat putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap 

dan final, dalam KUHP baru pidana mati bersifat khusus dan alternatif dengan 

masa percobaan 10 tahun. Perubahan ini mencerminkan upaya harmonisasi 

hukum pidana dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), terutama 

dalam menjamin hak hidup. Selama ini masih ada perdebatan antara kelompok 

yang setuju dan kontra terhadap hukuman mati, pendekatan baru ini memberikan 

jalan tengah bagi kelompok setuju dan kontra dengan konsep “Indonesia ways” 

dengan memberikan kesempatan bagi terpidana untuk memperbaiki diri sebelum 

hukuman pidana mati dilaksanakan dan memungkinkan narapidana untuk tidak 

diatuhi hukuman pidana mati.  

KUHP baru juga lebih sesuai dengan standar HAM internasional, 

meskipun Indonesia belum sepenuhnya menghapus pidana mati. Dengan adanya 

pengaturan baru mengenai hukuman pidana mati maka terdapat perkembangan 

HAM didalamnya karena para narapidana diberi hak untuk memperjuangkan 

kehidupannya melalui mekanisme masa percobaan 10 tahun sebelum mereka 
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dijatuhi hukuman pidana mati. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 28A UUD 1945 

yang mengatur hak hidup bunyi Pasal 28A setiap orang berhak hidup serta 

berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dengan begitu maka 

pengaturan baru ini sangatlah menjunjung tinggi HAM didalamnya dan 

merupakan langkah baik dalam upaya memenuhi HAM bagi para terpidana. 

Dengan adanya mekanisme masa percobaan selama 10 tahun tersebut 

juga memberikan kepastian hukum kepada terpidana mengenai waktu eksekusi 

pidana mati, karena setelah narapidana menjalani masa percobaan selama 10 

tahun mereka akan mendapat kepastian apakah dihukum pidana mati ataukah 

dirubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Selama ini terpidana hukuman 

mati tidak mendapat kapstian waktu esksekusi pidana mati yang justru membuat 

narapidana menjalani 2 hukuman sekaligus yakni pidana penjara dan pidana 

mati, hal ini tentunya menyalahi peraturan yang ada dan HAM bagi narapidana. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan terhadap 

Undang-Undang nomor 1 Tahun 2023 sudah sangat baik karena didalamnya 

termuat perkembangan perlindungan HAM bagi narapidana. Perkembangan 

HAM dalam pengaturan baru tersebut juga harus diiringi dengan peraturan 

pelaksana yang baik untuk dapat memastikan bahwa perkembangan HAM dapat 

terwujud melalui pengaturan baru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, 

salah satunya dengan peraturan pelaksana yang jelas mengenai tata cara 

pelaksanaan pidana mati dan masa percobaan didalamnya. Sehingga aturan baru 

yang sudah dirumuskan dalam KUHP baru dapat berjalan sebagaimana mestinya 
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dan tetap sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia didalamnya. Selain itu 

alangkah baiknya Indonesia mempunyai sikap yang tegas mengenai hukuman 

pidana mati, karena didalam konstitusi negara Indonesia telah menyatakan pada 

Pasal 28 I Undang-Undang Dasar 1945 bahwa hak  untuk hidup adalah hak asasi 

manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Dengan hal ini 

seharusnya Indonesia  berani untuk bersikap tegas menghapuskan pidana mati 

dikarenakan hal tersebut jelas tidak sesuai dengan yang diamanatkan dalam 

Undang-Undang Dasar 1945.
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